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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan sebaran kuesioner terdapat beberapa kriteria ataupun 

karakteristik dari masing-masing perusahaan angkutan umum yang diteliti. 

Di mana berdasarkan kriteria segmen pelayanan responden terbanyak 

perusahaan angkutan umum adalah yang melayani AKDP sebesar (37%), 

berdasarkan lokasi perusahaan responden terbanyak dari perusahaan yang 

berlokasi di daerah Jawa Tengah (67%), dan berdasarkan jumlah armada 

diisi oleh sebagian besar perusahaan yang memiliki armada 11-30 armada 

(47%). 

2. Berdasarkan nilai mean yang diperoleh untuk menentukan faktor-faktor 

kendala penerapan tiap perusahaan didapatkan nilai rata-rata tiap indikator 

secara keseluruhan perusahaan, di mana faktor kendala yang paling 

dominan di setiap perusahaan yaitu, dukungan dari pihak perusahaan 

masih belum maksimal (3,28), sarana dan prasarana pendukung isi 

kebijakan masih kurang maksimal di dalam indikator isi kebijakan (3,08), 

informasi pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan di lingkungan 

perusahaan masih kurang maksimal (3,03), dan pembagian potensi di 

lingkup internal perusahaan masih kurang terlaksana dengan baik (2,84). 

3. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode RII (Relative 

Importance Index) untuk menentukan tingkat kepentingan dan dominan 

pada masing-masing faktor yang kemudian disusun dalam suatu sistem 

peringkat dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor penghambat kebijakan Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum PM 85 Tahun 2018 yang 

berpengaruh terhadap teori faktor penghambat kebijakan publik (Bambang 

Sunggono) di mana: 

- Pada perusahaan yang belum memiliki dokumen SMK-PAU belum 

terdapat pegawai atau karyawan yang memiliki kompetensi 

penyusun dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum (0,883), 
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- Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyusunan dokumen 

SMK-PAU ini belum memadai (0,867),  

- Sumber daya manusia pada perusahaan tersebut belum pernah 

mengikuti pelatihan tentang penyusunan Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (0,858),  

- Belum terdapat divisi khusus di bidang keselamatan, baik 

keselamatan operasional maupun K3 (0,842). 

V.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka saran-saran yang dapat penulis 

berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan Angkutan Umum 

Pimpinan perusahaan diharapkan agar memperhatikan dan selalu 

mengikuti perkembangan dunia transportasi, baik dari segi pengetahuan 

peraturan yang berlaku maupun perkembangan dunia transportasi ke hal 

yang lebih teknis. Perusahaan sebaiknya rutin memberikan pelatihan 

terhadap karyawan agar karyawan dapat meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki, termasuk kompetensi di bidang keselamatan transportasi. 

Perusahaan juga diharapkan memberikan fasilitas yang memadai untuk 

menunjang terlaksananya sebuah kebijakan serta melakukan 

improvement terhadap SDM yang diperlukan, melakukan kerja sama 

dengan pihak eksternal, dapat melalui konsultan yang berkompeten dan 

tentunya selaras dengan kompetensinya untuk menyusun dan 

menerapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 

Angkutan Umum, serta berpedoman terhadap regulasi bahwa terdapat 

sanksi yang dapat diterima oleh perusahaan yang belum membuat dan 

menerapkan dokumen SMK-PAU, yaitu pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018 tentang sanksi administratif 

berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau, pencabutan izin 

trayek yang diberikan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, 

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  

2. Bagi Kementerian Perhubungan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan di mana faktor 

penghambat paling tinggi yaitu pada indikator dukungan untuk 
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melaksanakan kebijakan dari pihak perusahaan yang masih kurang, maka 

sebaiknya Kementerian Perhubungan selaku regulator maupun pengawas 

dalam terlaksananya kebijakan dapat lebih melakukan upaya antara lain, 

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas melalui 

pelatihan dan sertifikasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, seperti 

melalui sistem monitoring berbasis daring, dan menetapkan sanksi yang 

tegas dan adil untuk perusahaan yang dimulai dari terbentuknya 

kebijakan sampai detik ini belum melaksanakan dan menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.  
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